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ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan pasal 41 c tersebut tidaklah
disebutkan berlaku khusus untuk perkara cerai talak. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan
pasal 41 ¢ UU Perkawinan digunakan dalam meyelesaikan perkara cerai talak. Sedangkan
dalam perkara cerai gugat, hal-hal yang berkaitan dengan nafkah anak meupun nafkah isteri
dapat ditentukan oleh Pengadilan dan permohonan penggugat selama berlangsungnya
gugatan perceraian yaitu dengan mengajukan gugatan provisional.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan bersifat deskriptif analitik. Untuk
mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data
melalui metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan yuridis, sedang analisa data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisa kualitatifdengan menggunakan alur berfikir induktif.

Kebijakan mengaplikasikan pasal 41 ¢ UU Perkawinan oleh Hakim Pengadilan
Agama Bantul dalam penyelesaian perkara cerai talak, yaitu dengan menjatuhkan putusan
secaraex officio menghukum pemohon untuk memberikan mut’ah dan nafkah ‘iddah kepada
termohon. Alasan yang melatar belakangi hakim tidak konsisten melaksanakan pasal 41 ¢ UU
No.1 tahun 1974 dalam meyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama adalah
melihat kenyataan perkasus yaitu karena adanya pernyataan dari pihak isteri (termohon) yang
tidak menghendaki diberikannya hak-hak isteri akibat cerai talak oleh bekas suaminya. Dan
secara ekonomis, hakim berkesimpulan bahwa suami (pemohon) tidak mempunyai
kemampuan untuk dibebani kewajiban memberikan hak-hak isteri yang berkaitan dengan
cerai talak.

Key word: Pasal 41 ¢ UU Perkawinan No.1 tahun 1974, cerai talak, PA Bantul
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan rasa syukur kehadirat
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nva sehingga
penyusun dapat menyelesaikan skripst ini.
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syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Iimu Hukum lIslam di
Fakultas Syari’ah lAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari, bahwa dalam penyusunan sknpsi ini tidak dapat
berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dan berbagai pihak.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun haturkan ucapan banyak terima
kasih dan .penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Suna;l Kalijaga.

2. Bapak Dekan Fakuitas Syarn’ah IAIN Sunan Kalijaga selaku

pimpinan fakultas,



G2

Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., dan Bapak Muhammad Nur, M. Ag.,
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memberikan bantuan moril dan materiil dalam penyusunan skripsi
1ni.
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab vang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
perpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

tidak dilambangkan
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te
es (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di bawah}
ka dan ha
de
zet (dengan titik di atas)
er '
zet
es
es dan ve
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas

ge
ef
qt
kaf ka
lam : el
mim . ‘em
nun en
waw ; W
ha’ ' : ha
hamzah apostrof

k

ya : ye




B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

Ditulis
dif[ul_is

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis f

Ditulis
ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab vang sudah terserap dalam bahasa
Indonesia, seperti salat, zakat dan scbagainya, kecuali bila dikehendaki lafal
aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al’ serta bacaan kedua itu terpisah. maka
ditulis dengan /1

Ditufis o kardmedr alauliyd”. .

.

3. Bila fa' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis ¢

Ditulis S zakatuf fitreh

D. Vokal Pendek

fathah a
kasrah 1
dammah u |

E. Vokal Panjang

Ditulis

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis ;
ditulis
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F. Vokal Rangkap

ditulis
ditulis
ditulis
H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bita ditkuti hurut Qomarivvah
1 ditulis
1) ditulis

2. Bila dikuti huruf Svamsivehr  ditulis dengan menggunakan  huruf

Svamsivvah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nva.

ditulis
ditulis
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led’in syakartin
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ol -Qi_L-“ﬂTS‘
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usy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

IR 0t
ome ol (egd ditulis
BE- NN, F

dituhs

X

sawil furud atau zawi al-furud

ahlussunnah atau ahbl al-siunnal
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama adalah salah satu dari empat peradilan di
lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di
Indonesia,” bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan
menyelesaikan perkara—perkara di tingkat pertama antara orang—orang
beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah, sebagaimana
diatur dalam pasal 49 Undang—undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.

Demikian juga bagi warga negara Indonesia pencari keadilan yang
beragama Islam dalam menyelesaikan persoalan perceraian, berdasarkan
ketentuan pasal 49 di atas, maka dapat mencari jawabannya di Pengadilan
Agama.

Mengenai perkara perceraian, dalam penjelasan pasal 49 ayat (2)
Undang—undang Peradilan Agama, dibedakan antara perceraian karena talak

dan gugatan perceraian.” Dilihat dari pihak-pihak yang mengajukan,

! Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, Pasal 10 Ayat (1).

D Ppenjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka 8 dan 9, Undang-undang No. 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama.




perceraian karena talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami,”

sedangkan gugatan perceraian adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh
pihak isteri.”

Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena talak antara lain
adalah:

Bahwa bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada
bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali gabla ad-dukhuf,
memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal} dan kiswah (pakaian) kepada
bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak
ba’in atau nusyuz, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan
separoh apabila gabla ad-dukhulf, memberikan biaya hadanah untuk anak—
anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun®, dan memberikan nafkah
iddah kepada bekas isterinya, kecuali isteri nusyuz.®

Kewajiban—kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus
dipenuhi oleh suami karena merupakan hak—hak isteri sebagai akibat hukum
dar1 cerai talak.

Dalam proses memeriksa dan mengadili perkara (perdata),
termasuk perceraian karena talak, hakim dilarang memberikan keputusan
tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang
dimohon.” Padahal umumnya, dalam petitum surat permohonan cerai talak

yang diajukan oleh para suami {pemohon) hanya menyatakan : “menerima

dan mengabulkan permohonan pemoheon, memberi ijin kepada pemohon

M Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66 Ayat (1)
Y Ibid, Pasal 73 Ayat (1).

* Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pasal 149.

9 Ibid, Pasal 152.

™ R.Bg, Pasal 189 Ayat (3) dan HIR, Pasal 178 Ayat (3)



untuk mengikrarkan talak terhadap termohon, dan membebankan biaya
perkara berdasarkan peraturan perundang—undangan yang berlaku. Kemudian
jika dalam proses pemeriksaan di muka persidangan termohon (ister) tidak
mengajukan gugat rekonvensi mengenai hak—haknya sebagai isteri yang akan
diceraikan suaminya, maka berdasarkan ketentuan pasal 189 ayai (3) R.Bg
serta berdasarkan asas wltra petitum par tium (bahwa hakim dilarang
menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan
lebih dari yang dituntut), hakim tidak dapat memberikan putusan tentang
hak—hak isteri sebagai akibat cerai falak dalam amar putusannya.

Di sisi lain hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat.® Termasuk ke dalam konteks nilai-nilai hukum yang hidup
dalam masyarakat yang wajib difahami dan diterapkan hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara adalah ketentuan—ketentuan dalam
agamanya yang menentukan suatu kewajiban yang melekat dalam diri suami
sebagai akibat suatu perbuatan hukum tertentu.” Dalam hal ini, pasal 41 ¢
Undang—undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan /ex
specialis (hukum acara yang berlaku secara khusus), memberikan jalan keluar

dengan ketentuannya yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada

® Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, Pasal 27 Ayat (1).

®) Mahkamah Agung, Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan
Agama, (Jakarta: tnp., 1994), hlm. 28-29.



bekas suami untuk memben biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu
kewajiban bagi bekas isteri”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hakim
secara ex officio (karena jabatannya) meskipun tanpa ada gugat rekonvensi
dari isteri, dapat menjatuhkan hukum bagi suami sebagai pemohon untuk
membayar nafkah atau mut’ah.'®

Pengadilan Agama Bantul sebagai salah satu lembaga peradilan,
mempunyai wewenang untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan
perkara perdata tertentu tingkat pertama bagi masyarakat Bantul yang
beragama Islam, di émtaranya perkara permohonan cerai talak.

Berdasarkan observasi awal yang penyusun lakukan di Pengadilan
Agama Bantul, diketahui bahwa perkara cerai talak merupakan jenis perkara
yang menduduki peringkat yang tinggi yang diterima oleh Pengadilan Agama
Bantul, di samping perkara cerai gugat yang berjumlah ratusan tiap tahunnya.

Dari observasi tersebut juga diketahui bahwa umumnya, petitum
surat permohonan cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul
hanya berbunyi : menerima dan mengabulkan permohonan pemohon,
memberi ijin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon
(isteri), dan membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang—
undangan yang berlaku.

Sementara itu dalam proses pemeriksaan di muka persidangan,
diperoleh informasi juga bahwa banyak pihak isteri yang tidak mengajukan

gugat rekonvensi untuk menuntut hak—haknya sebagai isteri yang akan

0 1bid., him. 29.



diceraikan suaminya (pemohon), sehingga dalam hal ini hakim di Pengadilan
Agama Bantul berdasarkan ketentuan pasal 41 ¢ Undang—undang
Perkawinan, meski tanpa ada gugat rekonvensi dari pihak termohon, tetap
menjatuhkan hukum bagi suami sebagai pemohon untuk memberikan biaya
penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri,
dengan menghukum suami (pemohon) untuk memberikan mut’ah dan nafkah
‘iddah kepada isteri (termohon) sejumlah tertentu sesuai dengan kesanggupan
pemohon.“)

Namun, Vdalam beracara menyelesaikan perkara cerai talak yang
dalam petitum surat permohonannya tidak dicantumkan hak-hak isteri (yang
mana pihak termohon pun tidak mengajukan gugat rekonvensi mengenai hak—
haknya), ternyata hakim di Pengadilan Agama Bantul tidak selalu konsisten
melaksanakan ketentuan pasal 41 ¢ Undang-undang Perkawinan meskipun
pihak termohon tidak mengajukan gugat rekonvensi mengenai hak-haknya
sebagai isten yang akan diceraikan oleh suaminya. Rata-rata ada sepuluh
perkara cerai talak setiap tahunnya, di mana hakim di Pengadilan Agama
Bantul tidak melaksanakan ketentuan pasal 41 ¢ Undang—undang Perkawinan,
dalam hal petitum surat permohonan cerai talak yang diajukan tidak memuat

tentang hak—hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak serta pihak isteri

') Wawancara dengan Bapak Pailan, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul,

di Pengadilan Agama Bantul, Tanggal 10 April 2001.



juga tidak mengajukan gugat rekonvensi meskipun pihak isteri tidak dalam
keadaan terhalang untuk memperoleh hak-haknya.'?

Ketidakkonsistenan hakim di Pengadilan Agama Bantul dalam
melaksanakan pasal 41 ¢ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut layak
untuk dikaji tentang bagaimana pelaksanaan pasal 41 ¢ Undang-undang No. |
Tahun 1974 oleh hakim dalam beracara menyelesaikan perkara cerai talak di
Pengadilan Agama Bantul, serta alasan apa yang melatarbelakang: hakim
tidak konsisten melaksanakan ketentuan pasal tersebut dalam beracara
menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul.

Penelitian ini hanya difokuskan pada perkara cerai talak saja, di
mana inisiatif cerai adalah dan suami, sehingga diharapkan dengan
dilaksanakannya ketentuan pasal tersebut oleh hakim dengan mewajibkan
kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau
menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dapat memjadi obat atau
penghibur dani rasa sedih karena diceraikan oleh suaminya. Di samping untuk
menunjukkan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan bagi bekas isteri.

Dalam Undang-undang Perkawinan, ketentuan pasal 41 ¢ tersebut
tidaklah disebutkan berlaku khusus untuk perkara cerai talak. Namun dalam
prakteknya, pelaksanaan pasal 41 ¢ Undang-undang Perkawinan digunakan
dalam menyelesaikan perkara cerai talak. Sedangkan dalam perkara cerai
gugat, hal-hal yang berkaitan dengan nafkah anak maupun nafkah isteri

dapat ditentukan oleh pengadilan, atas permohonan penggugat selama

1D 1bid.



berlangsungnya gugatan perceraian, yaitu dengan mengajukan gugatan
provisionil. &
Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 PP No. 9 Tahun
1975 dan pasal 78 UU-PA disebutkan, bahwa:
Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan
penggugat, pengadilan dapat:
a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemelibaraan dan
pendidikan anak
¢. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang
menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. 4
Berangkat dari ketentuan tersebut di atas, maka penyusun lebih
memfokuskan penelitian pada pelaksanaan pasal 41 ¢ Undang-undang
Perkawinan dalam perkara cerai talak, dan bukan pada perkara cerai gugat.
Lebih khusus lagi, obyek penelitian ini adalah perkara—perkara
ceral talak (tepatnya amar putusan perkara cerai talak) yang diajukan pada
tahun 2000 vang dalam petitum surat permohonannya tidak memuat tentang
sesuatu hak bagi bekas isteri pemohon, serta dalam hal ini pihak termohon
pun tidak mengajukan gugat rekonvensi dalam proses pemeriksaan di muka
persidangan. Hal ini karena diterapkan atau tidaknya ketentuan pasal tersebut
secara konsisten oleh hakim dalam beracara menyelesaikan perkara cerai

talak di Pengadilan Agama Bantul, akan terlihat jelas dalam amar putusannya.

Adapun obyek penelitian yang mengambil data perkara—perkara cerai talak

13 Gugatan provisionil yaitu gugatan yang diajukan secara bersamaan dengan pokok
perkara atau diajukan secara terpisah selama dalam proses perkara.

]qUndang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 78, dan PP No. 9
Tahun 1975, Pasal 24,




yang diajukan selama tahun 2000 adalah lebih dikarenakan perkaranya
dimungkinkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih faktual,
sehingga hal ini membuktikan bahwa sampai pada tahun. tersebut hakim di
Pengadilan Agama Bantul masih tidak konsisten dalam melaksanakan
ketentuan pasal 41 ¢ Undang—undang No. 1 Tahun 1974 dalam
menyelesaikan perkara cerai talak. Di samping itu, juga dikarenakan
pelacakan datanya akan lebih mudah dibandingkan perkara—perkara yang

terjadi jauh sebelum itu.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan di
atas, maka dapat diidentifikasi pokok masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan pasal 41 ¢ Undang-undang No. 1 Tahun 1974
oleh hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul ?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi hakim bersikap tidak konsisten
melaksanakan pasal 41 ¢ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam

menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul ?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mendeskripsikan cara hakim melaksanakan pasal 41 ¢ Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 dalam beracara menyelesaikan perkara cerai

talak di Pengadilan Agama Bantul.



b. Untuk mendeskripsikan alasan yang melatarbelakangi hakim tidak
konsisten melaksanakan pasal 41 ¢ Undang-undang No. 1 tahun 1974
dalam menyelesatkan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul.

2. Kegunaan Penelitian

a. Mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penyusun tentang proses
penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama, khususnya
mengenai peranan hakim dalam mewujudkan keadilan bagi pihak
termohon akan hak-haknya sebagai isteri yang akan diceraikan oleh
suaminya.

b. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang terkait, yakni para aparat
hukum Pengadilan Agama (baik hakim atau panitera), dalam
penyelesaian perkara cerai talak ketika menentukan sikap dan kebijakan

lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun belum ada tulisan maupun
penelitian yang membahas tentang pelaksanaan pasal 41 ¢ Undang—undang
No. 1 Tahun 1974 oleh hakim dalam penyelesaian perkara cerai talak di
Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Bantul, sehingga
penelitian ini bukanlah merupakan duplikasi. Di samping itu dari hasil telaah
pustaka yang telah penyusun lakukan, belum ada literatur yang membahas
pelaksanaan pasal 41 ¢ Uﬁdang—undang No. 1 Tahun 1974 oleh hakim secara

khusus, kecuali hanya disinggung secara sekilas dalam literaturliteratur
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tentang wacana hukum. Berdasarkan hal térsebut, maka penyusun
memandang bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan dan untuk itu periu
dilakukan.

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, di samping
sebagai Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, yang diberi
wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara untuk mewujudkan
hukum materiil Isiam dalam batas—batas kekuasaannya. Untuk melaksanakan
tugas pokokmya (menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan) maka Peradilan
Agama setelah terbitnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (29
Desember 1989), mempergunakan hukum acara yang mengacu berdasarkan
ketentuan pasal 54 dari Undang-undang tersebut, yang berbunvi ;

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara dalam Undang-

undang ini”."?

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat peradilan di
lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di
Indonesia,'® bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan
menyelesaikan perkara—perkara di tingkat pertama antara orang—orang

bé'ragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang

15} Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet. S, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1996), hlm. 20-21.

19 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, Pasal 10 Ayat (1).
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dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah, sebagaimana
diatur dalam pasal 49 Undang—undang Peradilan Agama.

A. Mukti Arto menjelaskan bahwa pada prinsipnya pemeriksaan
perkara di Pengadilan Agama mengacu pada Hukum Acara Perdata pada
umumnya, kecuali yang diatur secara khusus yaitu dalam memeriksa sengketa
perkawinan. Dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya, dan
utamanya dalam perkara perceraian, yang dalam hal i1 adalah permohonan
cerai talak diatur dalam pasal 66—72 Undang undang Peradilan Agama, pasal
14-18 PP No. 9 Tahun 1975 (sebagai aturan pelaksana dari Undang—undang
No. 1 Tahun 1974), dan bab XVI pasal 113-148 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia sebagai Hukum Acara Khusus."”

Lebih lanjut Roihan A Rasyid menambahkan bahwa Peradilan
Agama adalah Peradilan Perdata, sedangkan Peradilan Umum adalah juga
Peradilan Perdata di samping Peradilan Pidana. Jadi dilihat dari asas—asas
hukum acaranya, ada prinsip—prinsip kesamaannya secara umum di samping
secara khusus, dan ada pula perbedaan antara Hukum Acara Perdata Peradilan
Umum dan Hukum Acara Perdata Peradilan Khusus.'®

Telah menjadi suatu ketentuan dalam Hukum Acara Perdata bahwa
hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau

mengabulkan lebih dari yang dituntut, sebagaimana diatur dalam pasal 178

' A Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. 1,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), him. 201.

'8) Roihan A. Rasyid, Hukum Acara., him. 7.
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ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) R.Bg serta sesuai dengan asas ul/tra
petitum par tium. Asas ini tentunya harus diterapkan juga dalam proses
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak,
karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah
Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.'”
Menurut Sudikno Mertokusumo, ketentuan ini sangat mengekang kebebasan
hakim. Hakim sangat dibatasi kebebasannya oleh 1si tuntutan atau
kepentingan pihak penggugat. Padahal apa yang harus diperhatikan oleh
hakim adalah bahv;fa ia harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai
dengan kebenaran dan sungguh—sungguh menyelesaikan perkara sampai
tuntas.””

Selanjutnya A. Mukti Arto juga menyatakan bahwa dalam sistem
hukum perkawinan kita, menurut ketentuan hukum Islam terdapat suatu
kewajiban yang melekat dalam diri suami sebagai akibat permohonan ikrar
talak dari suami, misalnya pembayaran nafkah wajib bagi ister1 atau untuk
anak, dan mut’ah. Maka hakim secara ex officio tanpa ada gugatan rekonvensi
dari isteri, dapat menjatuhkan hukuman bagi suami sebagai pemohon untuk
membayar nafkah atau mut’ah dan sebagainya, hal ini berdasarkan pasal 41 ¢
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia. 2"

') Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54.

2 gudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. 1, (Yogyakarta:
Liberty, 1993), hlm. 187.

) A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata., hlm. 187.
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Berdasarkan ketentuan tersebut, meskipun petitum surat
permohonan  cerai  talak hanya  menyatakan : menerima  dan
mengabulkan permohonan pemohon, memberi ijin kepada pemohon untuk
mengikrarkan talak terhadap termohon, dan membebankan biaya perkara
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hakim
karena jabatannya tanpa harus ada permintaan dari pihak isteri, dapat
mewajibkan atau menghukum kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.””
Dalam hal ini ménurut Sudikno Mertokusumo, pasal 178 ayat (3) HIR
tidaklah berlaku secara mutlak karena hakim dalam menjalankan tugasnya
harus bertindak secara aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan
putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.2®

Menurut Pailan, dalam beracara menyelesaikan perkara cerai talak
yang dalam petitum surat permohonannya tidak memuat tentang hak-hak
untuk bekas isteri pemohon sebagai akibat dan permohonan cerai talaknya,
serta pihak isteri pun tidak mengajukan gugat rekonvensi untuk menuntut hal
tersebut, hakim di Pengadilan Agama Bantul tidak selalu konsisten dalam
melaksanapkan pasal 41 ¢ Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam arti,
adakalanya hakim menerapkan ketentuan pasal tersebut, dan adakalanya

tidak menerapkan.*?

) Ditbinbapera, Yurisprudensi Peradilan Agama., blm. 190.
) Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata., him. 187.

) Wawancara dengan Bapak Pailan, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul,
di Pengadilan Agama Bantul, Tanggal 10 Aprii 2001.
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E. Kerangka Teoretik

Kedudukan hakim dalam lembaga peradilan memegang peranan
penting, sebab hakimlah instrumen penegak hukum yang lebih menonjol
peranannya dalam menentukan jenis keadilan yang harus ditegakkan dalam
masyarakat. Di tangan hakimiah terletak tanggung jawab untuk mewujudkan
hukum yang seadil-adilnya.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bertugas
menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang

diajukan kgepadanya.25 )

Dengan mampu berperannya hakim dalam
menjalankan tugasnya secara maksimal, maka diharapkan keadilan dapat
dirasakan oleh semua pihak yang terkait dengan setiap putusan yang
dihasilkan oleh hakim. Walaupun pasal 189 ayat (3) R.Bg dan pasal 178 ayat
(3) HIR menyatakan “Bahwa hakim tidak boleh memutus melebihi dari apa
yang dituntut atau memutus sesuatu yang tidak dituntut” dan ada juga asas
ultra petitum par tium yang artinya senada dengan bunyi kedua pasal di atas,
namun hal tersebut tidaklah berlaku secara mutlak. Artinya dalam hal-hal
tertentu hakim boleh menyimpanginya, sebab yang harus diputuskan oleh
hakim adalah keadilan bagi masyarakat.®®

Hasil yang diharapkan dari produk hukum hakim, baik itu berupa

keputusan maupun ketetapan adalah keadilan bagi semua yang terkait, karena

*) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman, Pasal 2 Ayat (1}.

20 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata., him. 187.
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tuyjuan  hukum yakni terciptanya keadilan. Hakim tidak hanya cukup
berpegang kepada aturan legal formal, tetapi produk hukum yang ditelurkan
kf:n'n g dari rasa keadilan. Kalau 1tu yang terjadi, maka tujuan hukum itu tidak
akan terwijud. Dalam hal ini yang perlu adalah lebih dari sekedar melihat
aturan legal formal saja, tetapi juga melihat pada nilai keadilan yang
seharusnya diterima oleh masyarakat. Pasal 189 ayat (3) R.Bg dan pasal 178
ayat (3) HIR dalam hal ini tidaklah berlaku mutlak.

Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 620 K/SIP/1968
tanggal 23 Mei 1970 menyatakan, bahwa :

Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak
pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang

untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal ini tldak- e

melanggar pasal 178 ayat (3) HIR.Y

Demikian juga dalam putusannya nomor 566 K/SIP/1970
tertanggal 5 !Januari 1972, Mahkamah Agung berpendapat bahwa,
mengabulkan hal yang lebih dan yang dituntut tetapi yang masih sesuai
dengan kejadian materiil, diijinkan.

Dengan kebijakan tersebut tugas hakim secara legalitas yuridis
betul-betul ada pijakannya. Hakim boleh tidak mengacu pada surat gugatan
saja, tetapi hakim bisa berbuat lebih dan itu untuk mewujudkan keadilan.
Dengan ketentuan dari Mahkamah Agung tersebut di  atas, maka
hakim secara konstitusional dapat melaksanakan judge made law (hukum

diperintah hakim).

) Keputusan Mahkamah Agung no. 620 K/Sip/1968.
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Selain dari apa yang tersebut di atas yaitu ketentuan—ketentuan
Mahkamah Agung, khusus untuk hakim Peradilan Agama yang mempunyai
wewenang untuk mengadili di lingkungan Pengadilan Agama, ia memperoleh
legalitas dari pasal 41 ¢ Undang—undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan
bahwa :“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi
bekas isteri”.2®

Apa yang dikehendaki oleh pasal 41 ¢ Undang-undang Perkawinan
tersebut tidaklah menyalahi atau kontradiktif dengan apa vang dikehendaki
oleh pasal 189 ayat (3) R.Bg atau pasal 178 ayat (3) HIR dan asas ultra
petitum par tium (hakim tidak boleh memutus melebiihi dan apa yang
dituntut atau memutus sesuatu yang tidak dituntut). Karena dalam beracara di
Pengadilan Agama, hakim tidak harus secara baku mengikuti hukum acara
yang berlaku di Pengadilan Umum. Dalam pasal 54 Undang-undang
Peradilan Agama disebutkan:

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus
dalam Undang-undang ini.2?

Kemudian dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan
sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang
atau benda, kecuali bekas isteri tersebut gabla ad-dukhul.

28 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Huruf (c).

) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 54,
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b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama
dalam masa ‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau
nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. '

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila
gabla ad-dukhul.

d. Memberikan biaya hadanah untuk anak yang belum mencapai umur 21
tahun,*®

Dari dua pasal tersebut di atas, secara spesifik menjadi jelas
kedudukan dan peran hakim di Lembaga Peradilan. Hakim dapat
menjatuhkan putusan di luar yang dituntut oleh para pihak dengan
menggunakan hak ex officionya secara konstitusional, sehingga diharapkan
tidak hanya hakim sebagai pelaksana undang-undang, tetapi hakim yang aktif
dan dinamis dengan tetap berada dalam koridor konstitusi. Dengan adanya
aturan-aturan yang mendukung pelaksanaan pasal 41 ¢ Undang-undang

Perkawinan, maka yang menjadi harapan adalah digunakannya hak hakim

yang termuat dalam pasal tersebut semaksimal mungkin. Jangan sampai hak

yang diberikan tersebut menjadi sia-sia tanpa adanya pertimbangan yang
memadai untuk itu. Terlebih lagi dalam menyelesaikan perkara cerai talak

yang dalam petitum surat permohonannya (oleh pemohon) tidak memuat

sesuatu pun hak bagi calon bekas isterinya.

F, Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian

lapangan (field research) yaitu penelitian tentang pelaksanaan pasal 41 ¢

) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pasal 149.
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Undang-undang no. 1 Tahun 1974 oleh hakim dalam beracara
menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul dan
tentang alasan yang melatarbelakangi hakim bersikap tidak konsisten
dalam melaksanakan pasal 41 ¢ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam
menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul.

Dalam hal ini penyusun akan melacak data putusan Pengadilan
Agama Bantul pada tahun 2000 yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal
41 ¢ Undang-undang Perkawinan oleh hakim dalam penyelesaian perkara
cerai talak. Di.samping itu penelitian ini akan ditunjang juga dengan
penelitian jenis pustaka, yaitu dengan cara mengkaji dan menelaah
berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan cerai talak dan berbagai
peraturan yang berlaku baginya.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah
deskriptif analitik, vyaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk
mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya,
sehingga bersifat faktual *"

Dalam hal ini penyusun berusaha mengumpulkan dan

menjelaskan data—data putusan Pengadilan Agama Bantul yang berkaitan
dengan pelaksanaan pasal 41 ¢ Undang-undang Perkawinan dan

mengungkapkan alasan yang melatarbelakangi hakim tidak selalu bersikap

3 Hadari Nawawi, Mefode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1993), him. 31. :



19

konsisten dalam melaksanakan ketentuan pasal tersebut, untuk kemudian
dilakukan analisis terhadapnya.
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data lengkap dan terperinci yang
mendukung  penelitian ini, penyusun menggunakan metode:

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen
yang ada hubungan dengan pokok permasalahan, antara lain catatan,
buku, dan peraturan perundang-undangan.*®” Berkenaan dengan
penggunaan ﬁletode 1ni, penyusun mengumpulkan data dari dokumen
perkara cerali talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul selama
tahun 2000 yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 41 ¢ Undang-
undang Perkawinan oleh hakim dalam penyelesaian perkara cerai talak
tersebut.

b. Wawancara (inferview), yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan
dengan tanya jawab sepihak yang langsung dilaksanakan secara
sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini1 penyusun
mewawancarai hakim Pengadilan Agama Bantul sehubungan dengan
pelaksanaan pasal 41 ¢ Undang-undang Perkawinan dalam beracara
menyelesaikan perkara cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama
Bantul, serta alasan yang mendasari sikap tidak konsistennya dalam
melaksanakan ketentuan pasal tersebut. Wawancara ini dilakukan

melalui pedoman wawancara (inferview guide).

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Snatn Pendekaian Prakiek, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1993), him. 148.



20

c. Observasi atau pengamatan secara langsung terhadap obyek yang
sedang diteliti. Di sini penyusun mengumpulkan data dengan cara
melakukan pengamatan secara langsung di Pengadilan Agama Bantul
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 41 ¢
Undang-undang Perkawinan.

4. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini  adalah
pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan
berdasar kepada aturan perundang-undangan, yurisprudensi , dan aturan—
aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penyusun angkat,
yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.
5. Analisis Data
Analists data merupakan cara yang dipakai untuk menganalisis,
mempelajari, serta mengolah kelompok data tertentu sehingga dapat
diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan

di bahas.*” Dalam penelitian ini data yang digali adalah data kualitatif,

oleh karena ifu analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif

dengan menggunakan alur berfikir induktif, yaitu suatu cara penarikan

kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat kasuistik.

G. Sistematika Pembahasan

) 1bid.
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Untuk memberikan logika pembahasan, maka penyusun
menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar
belakang masalah yang merupakan ide awal bagi penelitian ini. Kemudian
Pokok masalah yang muncul dari latar belakang masalah yang akan
dijadikan bahasan pokok dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan
penelitian ini juga termuat di dalamnya, yang sangat membantu dalam
memberikan motivasi dalam penyelesaiannya. Uraian telaah pustaka juga
dikemukakan, hal ini untuk mengukur penguasaan literatur dalam membahas
dan menguraikan bagi penyelesaian penelitan ini. Dilanjutkan dengan
kerangka teoretik dan metode penelitian yang dapat mempermudah penyusun
dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar
pembahasan ini lebth mudah difahami.

Selanjutnya pada bab kedua penyusun menempatkan tinjauan
Umum tentang hakim dan cerai talak, agar pembahasan dapat lebibh mengena
pada sasaran. Bab ini penyusun bagi menjadi dua bagian yaitu finjauan umum
tentang hakim, meliputi pengertian dan dasar hukum hakim, syarat-syarat
hakim, dan kedudukan hakim dalam beracara di Pengadilan Agama.
Penempatan tinjauan umum hakim pada béb ini adalah penting karena bab ini
menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Bab ini diakhin dengan tinjauan
umum tentang cerai talak yang meliputi pengertian dan dasar hukum cerai
talak, hak—hak isteri pasca cerai talak, serté formulasi permohonan cerai talak.

Pembahasan tentang cerai talak pada bab ini adalah sangat urgen untuk
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mengetahui gambaran secara umum tentang cerai talak tersebut sebagéi titik
tolak penyusun- untuk sampai pada pembahasan pokok masalah,

Kemudian untuk mengetahui tentang pelaksanaan pasal 41 ¢
Undang-undang Perkawinan, maka pada bab ketiga ini penyusun
menempatkan pembahasan tentang tinjauan khusus terhadap pelaksanaan
pasal 41 ¢ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 oleh hakim dalam penyelesaian
perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul. Bab ini terbagi dalam sub
bab tugas dan wewenang Pengadilan Agama Bantul, untuk mengetahui
tentang kondisi lapangan di mana obyek penelitian dilakukan. Kemudian
pembahasan dilanjutkan mengenai pelaksanaan pasal 41 ¢ Undang—undang
No. 1 Tahun 1974 oleh hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan
Agama Bantul, sehingga dani pembahasan ini penyusun dapat mengetahui
tentang acara pemeriksaan perkara cerai talak yang dilakukan oleh hakim
dalam menerapkan ketentuan pasal tersebut. Bab tni diakhiri dengan sub bab
mengenai alasan yang melatarbelakangi hakim tidak konsisten melaksanakan
pasal 41 ¢ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam penyelesaian perkara
cerai talak di Pengadilan Agama Bantul, karena berdasarkan dari pembahasan
inilah maka  penyusun dapat mengumpulkan informasi yang berkaitan
dengan alasan hakim Pengadilan Agama Bantul yang tidak selalu
melaksanakan pasal 41 ¢ Undang—undang No. 1 Tahun 1974.

Berpijak dari uratan bab kedua dan ketiga maka untuk
mempertajam fokus pada penelitian ini, penyusun melanjutkan pada bab

keempat yang berisi analisis terhadap pelaksanaan pasal 41 ¢ Undang-undang
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No. 1 Tahun 1974 oleh hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan
Agama Bantul. Bab ini meliputi sub bab mengenai analisis terhadap
pelaksanaan pasal 41 ¢ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 oleh hakim dalam
menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul, serta sub bab
mengenai analisis terhadap alasan yang melatarbelakangi hakim tidak
konsisten melaksanakan pasal 41 ¢ Undang—undang No.1 Tahun 1974 dalam
penyelesaian perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul. Setelah pada
bab kedua dan ketiga yang merupakan deskripsi, maka pada bab inilah
saatnya dilakukan analisis terhadap kedua hal di atas, karena dari sinilah
maka penyusun berharap dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan
yang ada.

Untuk mengakhiri penelitian ini dan sekaligus memperoleh
jawaban valid, maka penyusun menempatkan bab kelima sebagai penutup

yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A, Kesimpulan
Dari uraian di atas, maka penyusun dapat memberi kesimpulan sebagai
berikut :

1. Acara atau proses pemeriksaan perkara cerai talak yang di dalamnya hakim
mengaplikasikan pasal 4] ¢ Undang-undang No. 1 Tahun 1974, adalah: setelah
terbukti bahwa pihak isteri (termohon) tidak dalam keadaan terhalang untuk
memperoleh hak-haknya akibat cerai talak sebagaimana yang diatur dalam pasal
149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka pada tahap kesimpulan, hakim
memberitahukan kepada termohon mengenai hak-haknya sebagai akibat hukum
dari cerai talak yang harus diberikan oleh suami (pemohon) sekaligus
menanyakan kepada termohon apakah hak-hak tersebut akan diminta ataukah
tidak. Apabila diminta, maka pertanyaan hakim diarahkan kepada angkanya
berapa dan atau barangnya berupa apa. Selanjutnya hakim mengkonfirmasikan
hal tersebut kepada pemohon dan menanyakan kepada pemohon tentang
kesanggupannya. Bila sanggup memenuhi, berapa dan atau berupa apa
kesanggupannya. Dari sini halkim memperoleh dasar untuk merumuskannya
dalam pertimbangan hukum, ) untuk kemudian secara ex officio (karena
jabatannya) hakim akan menuangkannya dalam putusan yang bersifat
kondemnatoir dengan amar “menghukum”. Jadi, hakim memutus melebihi dari
apa yang dituntut oleh pemohon. Kebijakan mengaplikasikan pasal 41 ¢ Undang—
undang Perkawinan, juga dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Bantul

dalam penyelesaian perkara cerai talak, yaitu dengan menjatuhkan putusan secara
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ex officio menghukum pemohon untuk memberikan mut’ah dan nafkah ‘iddah

kepada termohon. Sedangkan dasar hukum hakim dalam melaksanakan pasal 41

¢ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam penyelesaian perkara cerai talak di

Pengadilan Agama adalah :

a. Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak

ister1 pasca cerai talak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 dan pasal
152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Untuk melindungi hak-hak isteri yang berkaitan dengan adanya cerai talak
tersebut, dan untuk memenubhi rasa keadilan bagi isteri

Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomis
untuk dibebani kewajiban memenuhi hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari

ceral talak, berdasarkan kelayakan dan kepatutan.

2. Alasan yang melatarbelakangi hakim tidak konsisten melaksanakan pasal 41 c

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam penyelesaian perkara cerai talak di

Pengadilan Agama adalah dengan melihat kenyataan perkasus, yaitu :

a.

Karena adanya pemyataan dari pihak isteri (termohon) yang tidak
menghendaki dibenkannya hak-hak istenn akibat cerai talak, oleh bekas
suaminya.

Karena secara ekonomis, hakim berkesimpulan bahwa suami (pemohon) tidak
mempunyai kemampuan untuk dibebani kewajiban memberikan hak-hak isteri

vang berkaitan dengan cerai talak.
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B. Saran-saran
Adapun saran yang dapat penyusun berikah dalam hubungannya dengan
pokok masalah yang telah penyusun sampaikan, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sebuah institusi yang sangat vital, maka Pengadilan Agama, dalam hal
ini hakimnya, harus mampu berperan secara maksimal, terutama dalam
melindungi hak-hak isteri, sehingga peradilan sungguh-sungguh berperan
sebagai benteng terakhir bagi pencan keadilan.

2. Diharapkan ada langkah dari Pengadilan Agama Bantul untuk tetap menuliskan
hak-hak mantan istenn sebagai akibat cerai talak, walaupun tidak dapat
dilaksanakan. Baik karena isteri yang tidak menghendaki maupun karena
ketidak mampuan suami. Hal ini sebagai langkah awal bagi para isteri untuk
sadar atau faham mengenai hak-haknya. Di samping sebagai peringatan bagi
para suami agar tidak sembarangan mengajukan permohonan izin ikrar talak,
karena hal itu secara otomatis berkaitan pula dengan kewajiban-kewajiban
suami terhadap calon bekas isterinya sebagai akibat hukum dari permohonan

ceral talaknya tersebut.
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BAB II

Talaq artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubamnya
hubungan perkawinan.

Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah
adalah talak (perceraian).

Seorang perempuan berkata (kepada Rasulullah SAW.):
“Wahai Rasulullah SAW. Anakku ini aku yang
mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku
tempat  kumpulnya  (bersamaku), ayahnya  telah
menceraikanku dan ingin memisahkannya dari aku”, maka
Rasulullah SAW. Bersabda: “Kamulah yang lebih berhak
(memelihara)nya, selama kamu tidak menikah”.

Tidak ada hak bagi wanita yang ditalak, rumah dan nafkah,
Jjika suaminya tidak mempunyai hak ruju’.

Dan jika mereka (isteri~isteri yang sudah ditalak) itu sedang
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga
mereka bersalin.

Hai orang—orang -yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan—perempuan yang beriman, kemudian kamu
ceraikan mereka sebelumkamu mencampurinya maka sekali—
kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta
menyempumakannya, maka berilah mereka mut’ah dan
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik—baiknya.

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menuruut cara yang ma’ruf.

BABIV

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan
oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu
kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para
ibu dengan cara yang ma'ruf.

Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.
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Lampiran 4.

DAFTAR DAN HASIL WAWANCARA

Pertanyaan:

{

Bagaimana caranya dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh
scorang suami dalam mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan
Agama Bantul 7.

Bagaimana formulasi Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan ke
Pengadilan Agama Bantul 7.

Apa saja yang dimuat dalam petitum Surat Permohonan Cerai Talak di
Pengadilan Agama Bantut 7.

Apakah dalam setiap surat tersebut, selalu memuat petitum tentang hak —
hak bagi calon bekas isteri (Termohon) sebagai akibat hukum dari
permohonan cerai talak Pemohon tersebut 7.

Apa alasannya sehingga Pemohon tidak memuat petitum tentang Hal
tersebut 7.

Dalam proses pemeriksaan cerai talak yang di dalamnya tidak ada petitum
tentang sesuatu hak bagi Termohon, apakah pihak Termohon selalu
mengajukan gugat rekonpensi 7.

Jika Termohon tidak mengajukan gugat rekonpensi, apa alasannya ?.
Bagaimana Hakim /Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul
mensikapi hal tersebut ?.

Meliputi apa saja “Biaya Penghidupan” yang dimaksud dalam pasal 41

v



huruf (c} Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tersebut?.

10. Dalam memeriksa perkara cerai talak yang di dalamnya tidak ada petitum
tentang sesuatu hak bagi Termohon (isteri), apakah Hakim/Majelis Hakim
di Pengadilan Agama Bantul selalu mengaplikasikan ketentuan pasal 41 ¢
Undang - undang No. 1 Tahun 1974 7.

11. Jika mengaplikasikan ketentuan tersebut, apa alasannya ?.

12. Jika tidak mengaplikasikan ketentuan tersebut, apa alasannya ?.

13. Bagaimana acara/préées pemeriksaan perkara cerai talak oleh
Hakim/Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul yang mengaplikasikan
ketentuan pasal 41 ¢ Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tersebut 7.

14. Bagaimana amar putusan dan eksekusinya 7.

Jawaban:

1

Jika seseorang (suami) akan mengajukan permohonan cerai talak, maka
caranya adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Pengadilan Agama Bantul. Bagi orang yang tidak dapat menulis boleh
mengajukan secara lisan. Untuk dapat diterimanya Surat Permohonan Cerai
Talak di Pengadilan Agama Bantul, maka terlebih dahulu Pemohon harus
memenuhi syarat — syarat sebagai berikut;

a. Mencantumkan Surat Keterangan Tanda Penduduk (KTP) atau surat

keterangan tempat tinggal/domisili.
b. Kutipan Akte Nikah.
c. Telah membayar vorschot biaya perkara, kecuali bagi yang miskin

VI



dapat membawa surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa yang
disahkan sekurang — kurangnya oleh Camat.

2. Formulasi Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan ke Pengadilan
Agama Bantul adalah formulast permohonan cerai talak yang bersifat
murni sebagai gugat cerai talak, tidak bersifat kumulatif. Surat Permohonan
tersebut benisi formulasi;

a. Mencantumkan identitas Pemohon (suami) dan Termohon (ister),
berupa,

(1)nama,
(2) umur, dan
(3)tempat kediaman.

b. Posita gugat, yakni alasan — alasan yang menjadi dasar cerai talak
sebagaimana yang dirinci secara limitatif dalam pasal 19 PP No. 9
Tahun 1975 jo. Penjelasan pasal 39 Undang - undang No. 1 Tahun
1974, |

c. Petitum gugat, yang meminta agar perkawinan diputuskan dan
memberi ijin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan
sidang Pengadilan Agama Bantul.

3. Petitum dalam Surat Permohonan cerai talak yang diajukan di Pengadilan
Agama Bantul adalah bersifat murni sebagai gugat cerai talak, di mana
dalam petitumnya hanya berisi:

1. PRIMAIR;

(1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
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(2) Menetapkan, mengijinkan kepada Pemohon A  untuk.
mengucapkan ikrar talak kepada Termohon B.
(3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

1. SUBSIDAIR;

“Menjatuhkan putusan yang scadil — adilnya.

4. Sampai saat ini, Sural permohonan Cerai Talak yang diajukan di

Pengadilan Agama Bantal, belum pernah ada yang memuat petitum tentang

sesuatu hak bagi Termohon. Hal ini dikarenakan dalam Surat Permohonan

Cerai Talak yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul, belum pemah ada

Pemohon yang sekaligus menggabung gugat cerai talak dengan soal

penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isten dan pembagian harta bersama.

. Tidak dimuatnya pf;titum tentang hak — hak Termohon sebagai akibat

hukum dari cerai talak adalah dikarenakan:

a. Antara Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan di luar sidang
men genai- hak — hak Termohon.

b. Adanya anggapan Pemohon, bahwa pemicu 'timbulnya perceraian
adalah karena kesalahan dari pihak Termohon.

c. Ketidaktahuan Pemohon tentang adanya hak — hak Termohon yang
melekat pada diri suami sebagai Pemohon sebagai akibat hukum

permohonan cerai talaknya.

6. Dalam proses pemeriksaan di persidangan, dari pihak Termohon tidak

selalu mengajukan gupat rekonpensi. Sedangkan jika mengajukan gugat
rekonpensi, maka biasanya diajukan secara lisan pada tahap jawab -
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menjawab.

7. Bagi Termohon yang lidak mengajukan rekonpensi, adalah dikarenakan
alasan sebagai berikut:

a. Termohon tidak tahu akan hak — haknya sebagai akibat hukum dari
cerai talak tersebut.

b. Termohon menyadari bahwa alasan terjadinya perceraian tersebut
adalah dikarenakan kesalahan Termohon. -

c. Dengan adanya perceraian tersebut, Termohon sudah sangat merasa
lega karena terbebas dari penderitaannya selama ini. Oleh karena itu,
Termohon pun tidak menuntut yang macam — macam.

d. Termohon tidak mengetahui apa saja yang menjadi haknya sebagai
akibat hukum dari putusnya perkawinan karena cerai talak yang harus
dipenuhi oleh Pemohon. ~

8. Jika Termohon tidak mengajukan gugat rekonpensi dalam proses
persidangan untuk menuntut dan membela kepentingannya, maka

Hakim/Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bantul secara ex officio

berdasarkan ketentuan pasal 41 ¢ Undang - undang No. 1 Tahun 1974, akan

menetapkan: kewajiban Pemohon untuk memberi biaya penghidupan
dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi Termohon (bekas isferi),
dengan menghukum Pemohon untuk membayar. nafk'a'l{;'i':czdah dan mut'ah
kepada Termohon (isteri). | _

9. Berdasarkan praktek yang berlaku di Pengadilan Agama Bantul, maka
biaya penghidupan yang dimaksud dalam pasal 41 huruf (c) Undang -
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undang No. | Tahun 1974 adalah meliputi mut’ah dan nafkah ‘iddah.

10. Dalam proses pemeriksaan cerai talak yang di dalamnya tidak ada petitum
tem;ang sesuatu hak bagi Termohon (isteri), maka sebagian besar
Hakim/Majelis Hakim yang menanganinya mengaplikasikan ketentuan
pasal 41 ¢ Undang - undang No. | Tahun 1974, kecuali dalam
kasus/perkara cerai talak tertentu.

11. Draplikasikannya ketentuan pasal 41 ¢ Undang - undang No. 1 Tahun 1974
tersebut, oleh Hakim/Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara cerai talak
di Pengadilan Agama Bantul adalah berdasarkan alasan berikut;

a. Karena adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan
dengan hak — hak isteri pasca cerat talak, sebagaimana yang diatur
dalam pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Isiam Tahun 1991.

b. Untuk melindungi hak — hak isteri dan memenuhi rasa keadilan bagi
isteri.

c. Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara
ekonomis untuk dibebami kewajiban untuk memberikan mut’ah dan
nafkah ‘iddah kepada calon bekas isterinya, berdasarkan kelayakan dan
kepatutan yang biasanya berlaku pada masing — masing suami
(Pemohon) dalam memberikan nafkah sehari — hari kepada isterinya
dengan mengukur kebutuhan hidup primer.

12. Tidak diaplikasikannya ketentuan pasal 41 huruf {c) Undang - undang No.

1 Tahun 1974 oleh Hakim/Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara

cerai talak di Pengadilan Agama Bantul adalah dengan melihat kenyataan
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13.

perhasﬁs;y?aitu:.

a. Adanya perntyatean dari isteri (Termohon) yang tidak menghendaki
diberikannya nafksh “iddah dan mut’ah oleh suami (Pemohon).

b. Karena secara ekonomis, diketahui secara faktual oleh Hakim/Majelis
Hakim bahwa svami (Pemohon) tidak ada kemaﬁpuan untuk
memberikan naf¥ih iddah dan mut'ah.

Acara pemeriksaa-  perkara cerai talak yang di dalamnva Hakim
mengaplikasikan pasal 41 ¢ UU. No. T Tahun 1974 adalah sebagai berikut:
setelah terbukti bahwa Termohon tidak dalam keadaan terhalang untuk
memperoleh hak mut'ah dan nafkah ‘iddah dari bekas suaminya
szbagaimana vang diatur dalam pasal 149 dan 152 KHI, maka pada tahap
kesimpulan, Hakim memberitahukan kepada Termohon mengenai haknya
tersebut dan menanyakan kepada Termohon .apakz.lh ;ak tersebut akan
diminta ataukah tdak, apabila diminta, maka pertanyaan Hakim diarahkan
kepada angkanya berapa dan/atau barangnya berupa apa. Selanjutnya
Ha}.\'im menanyakan kepada Pemohon tentang keanggupannya. Bila
sanggup mcmenuh, berapa dan/atau berupa apa kesanggupannya. Dari sini
Hakim menipsroleh  dasar  untuk  merumuskannya dalam  dalam
pertimbangan hukunm, .untuk kemudian secara ex officio Hakim akan
menuangkannya dalani putusan yang bersifat kondemnatoir dengan amar

menghukum.

. Dalam putusan perkass cerai talak yang di dalamnya Hakim di Pengadilan

Agama Bantul mengaolikasikan ketentuan pasal 41 huruf (¢), niaka petitum
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[amj

dalam amar putusannya ditambah, sehingga akan berbunyi demikian:

(1) Mengabulkan permohonan Pemohon.

(2) Menetapkan memberi iziﬁ kepada Pemohon A untuk mengucapkan
ikrar talak terhadap Termohon B di depan sidang Pengadilan Agama
Bantul pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

(3) Secara Ex Officio:

Menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah dan nafkah ‘iddah
sebesar Rp. ..., (.....).

(4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

yang hingga kini dihitung sebesar Rp. ....-, (.....).

Sedangkan eksekusinya dilakukan dengan mengharuskan Pemohon untuk

memberikan mut'ah dan nafkah 'iddah, sebelum sidang penyaksian ikrar

talak dilaksanakan (dibuka).

Yogyakarta, 8 November 2001
Hakim Pembimbing Mahasiswa
4;3
{Drs. Ahmad Shidiq) (Asmiroh)
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dalam amar putusannya ditambah, sehingga akan berbunyi demikian:

(1) Mengabulkan permohonan Pemohon.

(2) Menetapkan memberi iziﬁ kepada Pemohon A untuk mengucapkan
ikrar talak terhadap Termohon B di depan sidang Pengadilan Agama
Bantul pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

(3) Secara Ex Officio:

Menghukum Pemohon untuk membernkan mut’ah dan nafkah 'iddah
sebesar Rp. .....-, (.....).

(4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

yang hingga kini dihitung sebesar Rp. .....-, {.....).

Sedangkan eksekusinya dilakukan dengan mengharuskan Pemohon untuk

memberikan mut'ah dan nafkah ‘iddah, sebelum sidang penyaksian ikrar

talak dilaksanakan (dibuka).
Yogyakarta, 8 November 2001
Hakim Pembimbing Mahasiswa
A
(Drs. Ahmad Shidiq) (Asmiroh}
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